
3. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2 04 Perbendaharaan 
Negara Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 20~4 
Nomor ! i, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia 
Nomor ~·355); 

2. · Undang -Undang Nomor 17 Tahun 20 3 tentang Keuangan 
Negara Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

1. Undang Undang Nomor 13 
Pemben .ukan Daerah-daerah 
Lingkun gan Propinsi J awa Tengah; 

Mengingat 1950 tentang 
· dalam 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapka Peraturan Bupati 
tentang Standardisasi Biaya Kegiata , Honorarium, dan 
Biaya Pemeliharaan serta Harga Pen adaan Barang/Jasa 
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 
Anggara n 2013; 

a. bahwa untuk penyusunan biaya komponen masukan 
kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
Perangk at Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Rembarg Tahun Anggaran 2013, perlu memberikan 
pedoma :1 dan batas tertinggi dalam .penentuan biaya 
kegiatar r, honorarium, biaya pemeliharaan serta harga 
pengads .an barang/ jasa; 

Menimbang 

BUPATI REMBANG, 

STANDARDISASI BIAYA KEGL\.TAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN 
SERTA HARGA PENGADA\N BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH 

KABUPATEN ~EMBANG TAHUN ANGGARAN 2013 

TENT ANG 

NOMOR JtC TAHUN 2012 

PERAfURAN BUPATI REMBANG 

BlfPATI REMBANG 



9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Seri A 
Nomor l'.!, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Hornor 61); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik · Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaa n Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Keduduka n Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota l )ewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sobagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahar. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
4 7, Taml ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 47: 2); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentu kan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Fepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
!?234); 

4. Undang-L ridang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
. Pemerints han Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1~: Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerinta han Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



20. Peraturan Bupati Rem bang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Pedoman 1 eknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

18.Peraturan Menteri Dalarri Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
ten tang Pe doman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

19.Peraturan · Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.02/2012 
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; 

l o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi 
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, 
Pemerintal t Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 
ten tang P erjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi 
Pejabat Negara; Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 
sebagaima ia telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 07 /PMK.05/2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas 
Jabatan D alam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
dan Pegaw ai Tidak Tetap; 

14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 
ten tang Pe mberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 /PMK.05/2007 
tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi 
Pegawai r Iegeri Sipil; · 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
ten tang Pe doman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Ne.geri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun · 2(106 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan . 
Daerah; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 
2007 tentung Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah I< abupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, 
Tambahar. Lembaran Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 
72); 



Pasal 4 

(l)Satuan harga untuk kendara an perorangan dinas dan kendaraan dinas 
operasional beserta . suku cada ngnya, ditetapkan berdasar pada harga yang 
dikeluarkan oleh Agen Peme, ~ang Merek (APM) / Main Dealer I Distributor I 
Dealer /S1:,1b Dealer maupun Toke I Onderdil resmi. 

(2) Satuan harga untuk buku Perpustakaan, ditetapkan berdasar pada harga yang 
dikeluarkan oleh Penerbit resmi. 

.Pasal 3 

(l)Fungsi Standardisasi sebagai ba1as tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf b merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui, seperti : 
honorarium, satuan biaya perjals man dinas, satuan bia~a penginapan. · 

(2)Fungsi Standardisasi sebagai e stimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b merupakan besaran bi aya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan 
harga pasar dan ketersediaan a: okasi anggaran dengan memperhatikan prinsip 
ekonomis, efisiensi, efektivitas serta mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan, seperti: s elain ketentuan yang tercantum pada ayat (1). 

Fungsi Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 : 
a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan 
dalam Rencana Kerja dan Anggs.ran (RKA) Perangkat Daerah/Unit Kerja Tahun 
Anggaran 2013; 

b. sebagai batas .tertinggi atau estimasi (sudah termasuk pajak yang berlaku) dalam 
pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 2 

Pasal 1 

( 1) Standardisasi Biaya Kegiatan, H inorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga 
. Pengadaan Barang/Jasa Kebut ihan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 

Anggaran 2013 sebagaimana ·:ercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Pe: ·aturan Bupati ini. 

(2) Standardisasi sebagaii:nana dims ksud pada ayat 1 dapat ditinjau ulang setiap 6 
(enam) bulan. 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI BIAYA 
KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN 
SERTA HARG,\. PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN 
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN . ANGGARAN 
.2013. 

Menetapkan 

1 l.1EMUTUSKAN : 



BERITA DAERAH KABUPATEN :~EMBANG TAHUN 2012 NOMOR ~G 

Diu:ndangkan di Rembang 
pada tanggal 5o ) ul.;, .:w t.2 _ 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal ?.>O J-ul.v ~1:z_ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, r aemerintahkan pengundangan Peraturan Bu pati 
ini dengan penempatannya dalam Eerita Daerah Kabupaten Rembang. 

Pasal 6 

(2)Perubahan sebagaimana dimakuud pada ayat (1}, diajukan oleh Kepala Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuaigan dan Aset Daerah setelah memperoleh 
rekomendasi Tim Standardisasi. 

( l)Dalam hal satuan biaya dan l:: arga yang dibutuhkan tidak tercantum dalam 
Standardisasi sebagaimana dir iaksud dalam Pasal 1, atau yang berakibat 
penambahan maupun revisi jenis dan/atau satuan biaya dan harga, akan 
dilakukan peru bahan. 

Pasal 5 

(3) Satuan harga untuk obat-obatan non generik dan alat-alat kesehatan pakai 
habis berdasar pada standar Harga Netto Apotik (HNA), sedangkan obat-obatan 
generik dan alat-alat kesehatan inventaris berpedoman pada standar harga yang 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan/Pabrikan/ Distributor resm.i. 

(4) Satuan biaya penyelenggaraar. kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan 
harga/tarif yang ditetapkun oleh Pemerintah atau Kementerian 
Negara/Lembaga. 


